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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas mengenai implementasi kebijakan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang
perangkat daerah di dua Kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimanaimplementasi penataan kel embangaan yang didasarkan
melalui amanat PP No 18 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan penataan perangkat daerah. Adapun pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan
menggunakan paradigma <em>Post Positivism.</em> Hasi| temuan penulis menunjukan bahwa
implementasi kebijakan PP No 18 Tahun 2016 pada dua kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Hulu
Sungai Utaratelah berhasil dilakukan namun masih bersifat prosedural. Hal ini terlihat dari adanya tipologi
perangkat daerah berdasarkan beban kerja. Namun PP tersebut belum bisa menghasilkan perangkat daerah
yang tepat fungsi dan ukuran secara objektif yang dapat meningakatkan kinerja pemerintah daerah.
Kemudian faktor yang mempengaruhi implementasi penataan perangkat daerah di dua Kabupaten ini adalah
dari is kebijakan adalah faktor kepentingan yang dipengaruhi kebijakan dan dergjat perubahan yang
diharapkan. Sedangkan untuk faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah kekuasan, kepentingan
dan aktor yakni jabatan kepala daerah yang bersifat jabatan administratif dan jabatan politik serta
karakteristik |lembaga dan penguasa yang dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kemudian kontribusi sis
akademis, penelitian ini menguatkan teori Grindle bahwais dan konteks kebijakan mempengaruhi
implementasi kebijakan namun penelitian ini penulis menyarankan untuk menambahkan faktor standar
kebijakan dalam faktor yang mempengaruhi isi kebijakan
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<b>ABSTRACT</b><br>

Thisthesis discusses the implementation of regional government agency on 18/2016 in Banyuwangi
regency in east java and Hulu Sungai regency in south borneo. The purpose of this study isto analyze how
the implementation of institutional arrangementsis based on the mandate of Government Regulation No. 18
of 2016 and to know the factors that influence the implementation of regional device arrangement policies.
The research approach uses qualitative by using the Post Positivism paradigm. The findings of the authors
indicate that the implementation of the PP No 18 of 2016 policy in two districts namely Banyuwangi and
Hulu Sungai Utara Districts has been successfully carried out but is still procedural. This can be seen from
the typology of regiona devices based on workload. However, the PP has not been able to produce objective
regional functions and measures objectively which can improve local government performance. Then the
factors that influence the implementation of regional government agency in the two districts are the contents
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of the policy are the factors of interest that are influenced by policy and the degree of change expected. As
for the policy context factors that influence are power, interests and actors, namely the position of regional
head in the form of administrative positions and political positions and the characteristics of institutions and
authorities influenced by leadership. Then the contribution of the academic side, this study corroborates
Grindl€'s theory that content and policy context influence policy implementation, but this study suggests that
the authors add standard policy factorsto factors that influence policy content.



